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ABSTRAK

CEDAW memberikan dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara perempuan
dan laki-laki menjamin akses yang sama terhadap perempuan, dan kesempatan
yang sama dalam kehidupan politik, publik, pendidikan, kesehatan dan
pekerjaan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas rezim yakni sebuah
rezim dikatakan efektif dipengaruh oleh adanya. Variabel dependen yang terdiri
dari 3 komponen yaitu output, outcome, dan impact. Output disini berarti rezim
yang telah disepakati oleh suatu pihak biasanya terdiri dari program,
pengorganisasian serta aturan yang diterapkan dalam sebuah rezim sebagai
bentuk implemntasi dari ketentuan dalam rezim tersebut. Adapun penelitian ini
menunjukkan penerapan nilai-nilai dalam konvensi CEDAW kedalam
peraturan pemerintah Indonesia diiringi dengan terjadinya penurunan kasus
diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia melalui data yang disediakan
oleh SIMFONI-PPA. Kemudian secara eksternal menjadikan masyarakat
semakin menyadari pentingnya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan
di Indonesia Meskipun Indonesia telah mengimplementasikan CEDAW dalam
menanggulangi diskriminasi perempuan dalam dunia kerja, namun masih
banyak yang perlu diperhatikan. Pemerintah juga diharapkan dapat
mempertegas sikap dalam mengambil keputusan dan penegakan hukum yang
berkaitan dengan penanggulangan diskriminasi perempuan dalam dunia kerja.

Kata Kunci: CEDAW, Efektivitas, kesetaraangender, dunia kerja dan

Indonesia
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ABSTRACT

CEDAW provides a basis for realizing equality between women and men
guaranteeing equal access to women, and equal opportunities in political, public,
educational, health and employment life and then developing dynamically,
deepening and expanding the meaning of its substantive articles with General
Recommendations formulated and then published by the CEDAW committee so
that it is recognized by the world as a benchmark for gender equality and justice.
This research uses the theory of regime effectiveness, namely that a regime is said
to be effective influenced by the dependent variable which consists of 3
components, namely output, outcome, and impact. Output here means that the
regime that has been agreed upon by a party usually consists of programs,
organization and rules applied in a regime as a form of implementation of the
provisions in the regime. This research shows that the implementation of the values
in the CEDAW convention into Indonesian government regulations is accompanied
by a decrease in cases of discrimination against women in Indonesia through data
provided by SIMFONI-PPA. Then externally, it makes people more aware of the
importance of eliminating discrimination against women in Indonesia. Such as
cooperation between national and private institutions that need to be

Keywords: CEDAW, Effectiveness, gender equality, the world of work and

Indonesian
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan merupakan gender terdiskriminasi. Hal ini terjadi akibat stigma masyarakat
yang telah berlangsung sejak lama dimana penilaian atau anggapan masyarakat mengenai peran
yang dilakukan oleh perempuan lebih rendah dari laki-laki. Nilai- nilai yang telah tersebar
dimasyarakat ini memisahkan peran-peran gender yaitu antara laki-laki dan perempuan.
Adanya perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan tidak menjadi sebuah
masalah apabila didalamnya tidak terjadi tindak diskriminasi atau ketidakadilan gender.
Diskriminasi atau ketidakadilan gender dapat berupa sterotype, kekerasan, beban ganda
maupun marjinalisasi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia, t.thn.).

Indonesia sebagai anggota PBB resmi bergabung pada tahun 1950 turut meratifikasi
konvesi internasional sebagai kegiatan berupa pertukaran atau penyimpanan dokumen
ratifikasi (nota ratifikasi). Dalam merespon persoalan kekerasan gender yang terjadi, Indonesia
kemudian turut meratifikasi yaitu Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women yang disingkat menjadi CEDAW. (Dr. Isharyanto, 2017) .
Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Againts Women atau dikenal
CEDAW, semula dikenal dengan sebagai Women'’s Convention atau Konvensi Wanita yang
diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979
serta diakui oleh dunia sebagai Prasasti Hak Perempuan ( Bill Of Rights Of Women ) Isi dari
konvensi ini terdiri dari pembukaan dan 30 pasal yang mendefinisikan hal-hal apa yang
termasuk diskriminasi terhadap perempuan serta membuat agenda untuk aksi nasional
dalam wupaya penghapusan diskriminasi tersebut. CEDAW memberikan dasar untuk

mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dengan menjamin akses yang sama



terhadap perempuan, dan kesempatan yang sama dalam kehidupan politik dan publik,
pendidikan, kesehatan dan pekerjaan lalu berkembang secara dinamis, diperdalam dan
diperluas makna pasal-pasal substantifnya dengan Rekomendasi Umum yang dirumuskan lalu
diterbitkan oleh komite CEDAW sehingga diakui dunia tolak ukurnya sebagai tolak ukur

kesetaraan dan keadilan gender.

TINGKAT KEKERASAN DI
INDONESIA

m Kekerasan terhadap laki-
laki (4.254 kasus)

m Kekerasan terhadap
perempuan (23.273 kasus)

Diagram 1. 1 Tingkat Kekerasan di Indonesia

Di Indonesia sendiri kasus diskriminasi terhadap perempuan masih sangat tinggi
walaupun korban kekerasan yang terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi pada perempuan saja
namun juga menimpa kaum laki-laki pula. Berdasarkan data SIMFONI-PPA mencatat terdapat
27.527 kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia, dengan 4.254 (15,5%) kasus kekerasan
terhadap laki-laki dan 23.273 (84,5%) kasus kekerasan terhadap perempuan. Dapat dilihat
bahwa jumlah ini menunjukan adanya kesenjangan atau dalam kata lain kaum perempuan
sangatlah rentan mendapatkan tindak kekerasan berbasis gender (KBG). Berdasarkan tempat
terjadinya kasus diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia paling banyak terjadi di rumah
tangga (15.676 kasus), tempat kerja (297 kasus), sekolah (1.036 kasus), fasilitas umum (2.800

kasus), lembaga pendidikan kilat (50 kasus) dan lainnya (5.776 kasus).



CEDAW sebagai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Perempuan menjelaskan bahwa tindak diskriminasi yang dijelaskan dalam Pasal 1 konvensi

CEDAW, yaitu:

“ Setiap pembedaan, pengucilan, pembatasan, yang dibuat atas dasar jenis kelamin,
yvang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan,
penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di
bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas

dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan’.

Untuk memahami makna CEDAW sebagai tolak ukur kesetaraan gender ditambahkan
didalam Rekomendasi Umum yang relevan pada pasal-pasal substantif konvensi (Bab III).
Salah satu Rekomendasi Umum yang signifikan ialah Rekomendasi Umum No. 19 Tahun 1992
tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, sehingga hasil tersebut menentukan bahwa tindak
kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang
diperkuat didalam pasal 1 Konvensi.Konvensi CEDAW sendiri mendapat urgensi penting dari
mata internasional sehingga diperkuat dengan pembentukan Instrumen HAM Perempuan
Internasional yang termuat dan dirumuskan oleh rezim internasional menjadi 16 bagian yang
salah satunya pembentukan International Labour Organization (ILO) atau dikenal dengan
Organisasi Perburuhan Internasional yang didasarkan akan banyaknya pengakuan dari mata
internasional akan banyaknya diskriminasi terhadap pekerja perempuan sehingga rezim
internasional menerbitkan ILO Convention 100 On Equal Remuniration For Work Of Equal
Value atau 100 poin tentang pengupahan yang sama bagi buruh perempuan dan laki-laki untuk
pekerjaan yang sama nilainya yang ikut diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang
Republik Indonesia No. 80 tahun 1957 tentang persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan
tahun 1957. Ratifikasi CEDAW merupakan puncak dari puluhan tahun upaya internasional

untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Melalui konvensi
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ini, negara-negara yang telah meratifikasinya berkewajiban untuk mengutuk diskriminasi
terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan mengadopsi, dengan segala cara yang tepat
dan tanpa penundaan, serta kebijakan yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.
Salah satu pembahasan dalam konvensi ini menyangkut ketenagakerjaan, atau pekerjaan
perempuan, dimana salah satu isu terpenting adalah memastikan perlindungan dan keselamatan
perempuan dalam kondisi kerja. Tentang perlindungan dan keselamatan dalam kerja terhadap

perempuan.

Perbandingan Angakatan Kerja

 Angkatan kerja laki-laki

B Angkatan kerja perempuan

Diagram 1. 2 Perbandingan Angkatan Kerja

Dalam pelaksanaan ketenagakerjaan harus memenuhi hak-hak dan perlindungan yang
mendasar bagi pekerja atau buruh sebagai upaya mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif
bagi pengembangan dunia usaha. Namun, di dunia pekerjaan kaum perempuan merupakan
gender paling sering mendapatkan tindakan diskriminasi dalam penerimaan pekerjaan,
kesempatan keikutsertaan dalam pelatihan dan promosi, adanya perbedaan usia pensiun, tidak
diikursertakan dalam pengambilan keputusan, pemberian gaji dan acak kali terjadi Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) terhadap kaum perempuan yang telah menikah. Data dari badan pusat

statistik menunjukan terjadinya kesenjangan gender dalam angkatan kerja perempuan di



Indonesia sebanyak 143,72 juta orang (BPS- Statistics Indonesia, 2022) yang berada pada
angka 43% sedangkan angkatan kerja laki-laki berada diangka 82% yang menunjukkan adanya
kesenjengan sekitar 19% (Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan anak, 2022). Bentuk diskriminasi di dunia pekerjaan ini biasa ditandai
dengan perusahaan-perusahaan yang lebih mengutamakan menerima pekerja laki-laki
dibanding perempuan karena pekerja laki-laki dianggap lebih terampil dan dapat diandalkan
dan tidak membutuhkan perlindungan khusus seperti kaum perempuan yang perlu
mendapatkan perlindungan atas reproduksi yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Dengan
terjadinya diskriminasi gender ini menyebabkan adanya kesenjangan gender dalam
perekonomian dan ketenagakerjaan sehingga hal ini menjadi masalah yang serius dan perlu
penanganan khusus dari pemerintah (Kementerian Pemberdayaan Perempua dan Perlindungan

Anak Republik Indonesia, 2019).

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi ini menerapkan
kebijakan Konvensi Internasional dengan membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
tentang Pengesahan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan ( Convention On the
Elimination of All Forms Of Discrimination Againts Women), sehingga Indonesia
melaksanakan perbuatan hukum mengikat diri pada perjanjian internasional, yang dimana
membuat sebuah kewajiban dan akuntabilitas Negara untuk memberikan penghormatan,
pemenuhan, perlindungan hak asasi perempuan. Konvensi yang telah disahkan dengan undang
— undang menjadi sumber hukum dalam artian CEDAW merupakan perjanjian internasional
bagi setiap negara yang meratifikasinya untuk memastikan terpenuhinya hak dan perlindungan
khusus bagi perempuan di negaranya. Dalam konvensi ini memuat hak atas perlindungan
khusus bagi perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Konvensi CEDAW huruf
f bahwa “Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacad,

lanjut usia. Serta lain-lain ketidakmampuan untu bekerja, hak atas masa cuti yang dibayar”,



Sehingga Indonesia sendiri menjamin dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun
1999, Tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 7 ayat (2) yang dimana ketentuan hukum
internasioanl diterima oleh Negara Indonesia menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum

internasional. (Luhulima, 2014)

Kemudian Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor
65 Tahun 2005 dan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dan.
Peraturan ini mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Pasal 1 ayat
(1)). Dengan adanya UU HAM, maka semua peraturan perundang-undangan harus sesuai
dengan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusa yang dikemukakan dalam undang-undang ini.
Salah satunya mengenai penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, ras, suku, golongan,
status sosial, ekonomi, jenis kelamin, Bahasa dan keyakinan politik. Larangan diskriminasi
diatus dalam Pasal 3 Ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut: “ Setiap orang berhak atas

perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”.

Pasal 1(3) dan Pasal 3(3) memperjelas bahwa diskriminasi berbasis gender dilarang
oleh undang-undangan di Indonesia. standar hukum lainnya harus menghilangkan diskriminasi
di semua bidang kehidupan dan sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-pasal UU
HAM selalu ditujukan kepada semua orang tanpa terkecuali, artinya segala sesuatu yang diatur

UU HAM ditujukan untuk semua orang tanpa memandang golongan dan jenis kelamin apapun.

Selama 38 tahun diratifikasinya konvensi CEDAW di Indonesia, pada tahun 2022

Komnas Perempuan meluncurkan sebuah Catatan Tahunan (CATAHU) dalam peringatan



Hari Perempuan Internasional yang berbunyi “ Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan
dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan
Berbasis Gender terhadap Perempuan”. Dalam CATAHU 2022 ini Komnas Perempuan
memaparkan bahwa terdapat 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap kaum
perempuan di Indonesia saat ini. Secara terperinci terdapat 3.838 kasus pengaduan ke Komnas
Perempuan, 7.029 kasus ke lembaga layanan dan 327.629 kasus ke Badan Peradilan Agama
(BADILAG). Berdasarkan angka ini menunjukan adanya peningkatan signifikan sebesar 50%
KBG yaitu 338.496 kasus dibandingkan pada tahun 2020 tercatat 226.062 kasus KBG di

Indonesia (KOMNAS PEREMPUAN, 2022).

Menurut Komisioner Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor Kekerasan terhadap
perempuan di wilayah kerja tetap menjadi bentuk kekerasan paling umum ketiga yang dialami
banyak perempuan. Sebagian besar kekerasan terjadi di daerah pemukiman dan tempat-tempat
umum. Pada tahun 2021, setidaknya terdapat 324 kasus kekerasan terhadap perempuan di
tempat kerja. Terdapat 114 kasus melalui pengaduan langsung ke Komisi Nasional Perempuan
dan 210 ke pengada layanan. Menurut Komisioner Komnas Perempuan, kekerasan terhadap
perempuan di tempat kerja berkisar mengenai pelecehan seksual, pelecehan non-ferbal dan
pemerkosaan. Kekerasan ini sering terjadi pada bisnis swasta, instansi pemerintah, bank,

Lembaga masyarakat, hiburan dan angkutan umum. (Shabrina, 2022)

Contoh studi kasus yang terjadi di Indonesia menurut Ketua Badan Pekerja APBGATI
Edi Kustandi, menjelaskan berdasarkan hasil survey kekerasan gender di pabrik pakaian
terlihat jelas bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Dalam kajian yang
dilakukan oleh Perempuan Mahardika 2017, “Pelecehan Seksual dan Pengabaian Hak
Maternitas Pada Buruh Garmen: Studi Buruh Garmen Perempuan di KBN Cakung”
memaparkan 437 responden atau 56,5% dari 773 buruh perempuan yang bekerja di 38 industri

garmen mengalami pelecehan seksual di pabrik. Perempuan merupakan kelompok yang
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sangatlah rentan terhadap tindak kekerasan, terutama di tempat kerja. Kepedulian dan
ketergantungan yang tinggi terhadap pekerjaan yang terus menerus memposisikan perempuan
tidak dapar berpartisipasi dalam posisi negosiasi yang setara dalam struktur pekerjaan,
sehingga perempuan yang mengalami diskriminasi terpaksa menerimanya dan Sebagian besar
tidak berani melaporkan karena beresiko akan kehilangan pekerjaan. Sehingga hampir tidak
ada catatan khusus mengenai kekerasan dan pelecehan berbasis gender di tempat kerja.

(Sonny, 2021)

Kekerasan terhadap perempuan di

dunia kerja
500

400

300 e=pmmKekerasan terhadap

perempuan di dunia

200

\ kerja
100
0 T T T \ 1
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Diagram 1.3 Kekerasan terhadap Perempuan di Dunia Kerja

Namun, berdasarkan data dari SIMFONI-PPA adanya penurunan angka kasus
kekerasan terhadap perempuan di dunia kerja yakni pada tahun 2019 terdapat 311 kasus, 2020
terdapat 411 kasus, 2021 terdapat 324 kasus dan 2022 hanya tercatat 1 kasus. Terjadi
penurunan angka kasus KBG yang sangat signifikan yang menunjukan bahwa hadirnya
CEDAW di Indonesia sangat membantu mengurangi kekerasan terhadap perempuan terkhusus

di dunia kerja (SIMFONI-PPA, 2019).

Berdasarkan tingginya kasus tindak diskriminasi dan kekerasan berbasis gender di
tempat kerja yang terjadi di Indonesia menunjukan adanya penurunan kasus diskriminasi
terhadap perempuan yang dihadapi rezim CEDAW dalam menangani masalah kekerasan
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berbasis gender di Indonesia. Sehingga tulisan ini akan berfokus dalam menganalisis efektifitas
konvensi CEDAW dalam mengatasi kekerasan berbasis gender di Indonesia khususnya di

dunia kerja.

1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana efektifitas rezim CEDAW untuk mengatasi kekerasan berbasis gender di Indonesia

khususnya di dunia kerja?

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas rezim CEDAW dalam mengatasi diskriminasi

berbasis gender dalam dunia di Indonesia demi tercapainya kesetaraan buruh di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini mempunyai manfaat dalam
ilmu hubungan internasional baik secara langsung ataupun tidak langsung. Manfaat penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, dosen dan masyarakat
umum tentang isu gender di Indonesia.
b. Memberikan sumbangan ilmiah dan referensi mengenai efektifitas konvensi
CEDAW dalam mengatasi diskriminasi terhadap perempuan dalam dunia kerja

di Indonesia

2. Manfaat praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti



Menambah wawasan dan sumbangan pemikiran tentang efektivitas dari
diratifikasinya konvensi CEDAW dalam mengatasi diskriminasi terhadap
perempuan dalam dunia kerja di Indonesia.

Bagi mahasiswa dan dosen

Untuk diteliti lebih lanjut dengan melihat perkembangan dari isu gender ini dari
tahun ke tahun berikutnya.

Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penelitian ini ada menjadi referensi dalam meninjau kembali isu mengenai
penghapusan diskriminasi terhadap Perempuan di Indonesia demi mencapai

kesetaraangender di Indonesia.
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